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ABSTRACT  

 

The digital transformation of land administration services has encouraged the 

development of consultation systems based on Generative Artificial Intelligence 

(AI) as an alternative to conventional consultation mechanisms. However, 

empirical studies examining public preferences for AI-based land consultation 

services remain limited. This study aims to analyze public preferences for 

Generative AI-based land consultation services in comparison with consultation 

services provided by the National Land Agency (BPN) and Land Deed Officials 

(PPAT), identify service attributes influencing choice decisions, and estimate the 

public’s willingness to pay (WTP) for Generative AI-based services. This research 

employs a quantitative approach using a Stated Preference Survey and a Discrete 

Choice Experiment involving 221 respondents in Klaten Regency, Indonesia. The 

data were analyzed using the Multinomial Logit Model and the Mixed Logit Model 

to capture preference heterogeneity based on income level. The analysis was 

further complemented by elasticity analysis, sensitivity analysis, and WTP 

estimation. The results indicate that Generative AI-based consultation services are 

more preferred than conventional consultation services, particularly those 

provided by PPATs. The factor that most strongly influences the choice of 

Generative AI services is individual socioeconomic characteristics, particularly 

income level. Furthermore, respondents demonstrate a willingness to pay an 

additional fee for Generative AI-based consultation services, with the highest WTP 

observed among higher-income groups. 

Keywords: Generative Artificial Intelligence, Land Consultation Services, Stated 

Preference Survey, Discrete Choice Experiment, Willingness-to-Pay (WTP). 
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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Layanan pertanahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam 

mendukung pembangunan ekonomi, kepastian hukum, dan kesejahteraan 

masyarakat. Namun, sistem administrasi pertanahan nasional hingga saat ini 

masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama dalam hal 

kompleksitas regulasi dan prosedur pelayanan. Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 beserta berbagai peraturan turunannya 

menciptakan kerangka regulasi yang kompleks namun sering kali tumpang 

tindih dan sulit dipahami oleh masyarakat awam (Aksnudin, 2023). 

Kompleksitas hukum agraria tersebut membuat masyarakat bergantung pada 

petugas di kantor pertanahan untuk mendapatkan kejelasan administratif. Hal 

ini memunculkan ketergantungan yang tinggi terhadap layanan konsultasi, 

yang sering kali tidak efisien karena keterbatasan waktu dan sumber daya 

manusia (Middin dkk., 2021). 

Menurut Yunus & Kuncoro (2025), masalah lain yang sangat menonjol 

adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di kantor pertanahan yang 

berbanding terbalik dengan tingginya volume permohonan layanan. Kondisi 

ini menyebabkan beban kerja yang tidak proporsional dan menurunkan kualitas 

interaksi antara petugas dan masyarakat. Keterbatasan jumlah petugas juga 

membuat proses pelayanan menjadi lambat, sementara masyarakat 

membutuhkan kepastian hukum yang cepat terkait hak atas tanah. Dalam 

konteks ini, birokrasi pertanahan sering kali dipersepsikan sebagai institusi 

yang tidak responsif terhadap kebutuhan publik modern (Natika, 2024). Oleh 

karena itu, inovasi dalam sistem pelayanan menjadi keharusan agar mampu 

menyeimbangkan antara kebutuhan publik dan kapasitas institusi (Khair & 

Assyahri, 2024). 
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Selain keterbatasan SDM, ketidakkonsistenan informasi yang 

disampaikan oleh petugas juga menjadi persoalan serius dalam layanan 

pertanahan. Ketidakkonsistenan ini menyebabkan kebingungan dan potensi 

kesalahpahaman di kalangan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan 

tingkat kepercayaan terhadap lembaga pertanahan. Dalam jangka panjang, hal 

ini dapat memperburuk persepsi publik terhadap profesionalisme aparatur 

negara (Sulistyowati, 2014). Inkonsistensi informasi juga mengindikasikan 

bahwa belum ada sistem terpadu yang memastikan keseragaman pengetahuan 

antar petugas. Maka, solusi yang mampu menjamin penyampaian informasi 

yang seragam, akurat, dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak (Sagita 

& Suryadi, 2024). 

Meningkatnya permintaan layanan informasi menjadi fenomena yang 

tidak dapat diabaikan dalam pelayanan pertanahan. Masyarakat semakin aktif 

mencari informasi secara mandiri, namun masih dihadapkan pada keterbatasan 

waktu respons petugas dan antrian panjang yang menurunkan kepuasan publik 

terhadap layanan pemerintah (Rangkuti dkk., 2025). Kondisi tersebut berkaitan 

dengan fenomena ping-pong effect, yaitu situasi ketika masyarakat harus 

bolak-balik mengurus layanan akibat informasi yang tidak konsisten, revisi 

berkas, dan perbedaan interpretasi antarpetugas. Dalam perspektif bounded 

rationality, Simon (1997) menjelaskan bahwa kondisi ini muncul karena setiap 

unit birokrasi hanya memiliki sebagian informasi dan kewenangan, sehingga 

pengambilan keputusan pelayanan cenderung bersifat parsial dan tidak 

terintegrasi. Kusmiarto dkk. (2021) menunjukkan bahwa transformasi digital 

pelayanan pertanahan belum sepenuhnya mampu mengatasi revisi berulang 

dan ketidaksinkronan informasi antarunit pelayanan, padahal kualitas 

pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kejelasan prosedur, kepastian waktu, 

dan konsistensi informasi (Hardiyansyah, 2018). Oleh karena itu, pemanfaatan 

teknologi informasi, integrasi sistem pelayanan, dan standardisasi informasi 

menjadi strategi penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik 

sekaligus mengurangi ping-pong effect dalam birokrasi pertanahan (Taufik, 

2025). 
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Kebutuhan masyarakat terhadap informasi pertanahan yang cepat, 

akurat, dan terpercaya menjadi semakin kuat seiring dengan meningkatnya 

literasi digital. Hal ini menandakan adanya perubahan ekspektasi masyarakat 

terhadap pelayanan publik, di mana kecepatan dan keandalan menjadi indikator 

utama kepuasan (Natika, 2024). Layanan konsultasi pertanahan yang masih 

mengandalkan interaksi tatap muka kini dianggap kurang adaptif terhadap 

kebutuhan masyarakat modern (Rosidin dkk., 2025). Oleh karena itu, integrasi 

teknologi digital dalam proses konsultasi menjadi solusi strategis untuk 

menjawab tuntutan tersebut. 

Tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat dan andal juga selaras 

dengan agenda transformasi digital layanan pertanahan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian ATR/BPN melalui pemaparan dari Direktur Jenderal Penetapan 

Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Bapak Dr. Asnaedi, A.Ptnh., MH. 

menargetkan transformasi digital ini diarahkan untuk mencapai layanan 

pertanahan yang sepenuhnya digital (fully digital) pada tahun 2028 

(Kementerian ATR/BPN, 2025). Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga 

sedang mengembangkan Generative Artificial Intelligence (GenAI) Pertanahan 

yang diberi nama Land.AI, yaitu sebuah sistem cerdas yang bertujuan untuk 

mengintegrasikan seluruh peraturan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam satu 

basis data. 

Perkembangan pesat teknologi Artificial Intelligence (AI) telah 

membuka peluang besar untuk mentransformasi cara pemerintah memberikan 

pelayanan publik. Salah satu cabang yang paling berkembang adalah 

Generative AI, yang mampu menghasilkan teks, gambar, atau bahkan 

percakapan secara otomatis dengan gaya yang menyerupai manusia (Atmaja, 

2024). Dalam layanan konsultasi publik, teknologi ini dapat berfungsi sebagai 

virtual assistant yang siap memberikan informasi secara konsisten, cepat, dan 

interaktif. Sistem seperti ini dapat mengurangi beban kerja petugas, 

mempercepat waktu pelayanan, dan meningkatkan kepuasan pengguna (Artha 

dkk., 2024). 
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Dalam konteks pertanahan, penerapan generative AI memiliki nilai 

strategis karena mampu menjawab tiga permasalahan utama: keterbatasan 

SDM, ketidakkonsistenan informasi, dan lonjakan permintaan konsultasi. 

Darman (2024) menjelaskan bahwa sistem AI dapat dilatih menggunakan 

peraturan pertanahan nasional untuk memberikan jawaban yang terstandarisasi 

dan relevan. Layanan seperti ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga 

memperluas akses masyarakat terhadap informasi pertanahan. Selain itu, 

keberadaan sistem AI dapat mendukung pelaksanaan kebijakan satu data 

pertanahan nasional yang lebih terintegrasi dan transparan. 

Meskipun potensinya besar, penerapan generative AI dalam layanan 

publik masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi kepercayaan dan 

penerimaan masyarakat. Penelitian Maulana dkk. (2022) menunjukkan bahwa 

tingkat penerimaan publik terhadap sistem berbasis AI sangat dipengaruhi oleh 

persepsi keamanan data, keandalan hasil, dan kemampuan sistem dalam 

memahami konteks. Preferensi masyarakat merupakan aspek penting dalam 

menilai penerimaan terhadap penerapan teknologi baru, termasuk generative 

AI pada layanan konsultasi pertanahan (Bialy dkk., 2025). Melalui teori 

preferensi yang dikemukakan oleh Lancaster (1966) dan dikembangkan oleh 

McFadden (1974), dapat dipahami bahwa setiap individu memiliki pilihan 

yang didasari oleh penilaian subjektif terhadap manfaat, risiko, serta nilai yang 

dirasakan dari suatu inovasi. Oleh karena itu, kajian mendalam tentang 

bagaimana preferensi masyarakat untuk menilai dan bersedia menggunakan 

teknologi generative AI dalam konsultasi pertanahan menjadi penting untuk 

menentukan arah implementasi kebijakan.  

Meskipun digitalisasi pelayanan publik pada bidang pertanahan di 

Indonesia telah berkembang melalui mekanisme tatap muka di kantor 

pertanahan maupun PPAT, layanan ini masih menghadapi keterbatasan dalam 

hal waktu tunggu, aksesibilitas, dan konsistensi informasi (Hardiyansyah, 

2018). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pertanahan saat ini masih 

bergantung pada respons dan kinerja pegawai, bukan pada sistem digital 

otomatis (Gustiar, 2023; Nuraini & Habiburrahman, 2024). Implementasi 



5 

 

Virtual Office berbasis video conference menawarkan efisiensi waktu dan 

fleksibilitas, tetapi tetap membutuhkan penjadwalan formal dan tidak 

sepenuhnya menggantikan interaksi manusia (Permana, 2025). Di sisi lain, 

penggunaan chatbot otomatis berbasis rule-based system pada layanan publik 

mulai diadopsi, termasuk untuk penyuluhan pertanahan, namun masih terbatas 

karena tidak memahami konteks hukum dan bahasa pengguna secara 

mendalam (Oktavia & Pribadi, 2025). Kajian oleh Darman (2024) 

menunjukkan bahwa ChatGPT dapat memberikan jawaban cepat dan 

membantu masyarakat memahami permasalahan pertanahan, namun belum 

diintegrasikan dalam sistem resmi BPN. Selain itu, jawaban yang dihasilkan 

ChatGPT belum sepenuhnya mengacu pada regulasi pertanahan yang berlaku 

sebagai prioritas utama dalam penyajiannya. Sejalan dengan itu, penelitian oleh 

Fahrani dan Djajaputra (2024) menegaskan pentingnya validitas hukum dalam 

penerapan AI untuk bantuan hukum, yang menjadi tantangan utama pada 

konteks layanan pertanahan yang bersifat administratif dan legal formal. 

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kesiapan transformasi digital 

layanan pertanahan Indonesia masih perlu banyak peningkatan, terutama pada 

aspek infrastruktur teknologi, regulasi, data dan keamanan siber (Kusmiarto 

dkk., 2021). Dengan adanya generative AI pada layanan konsultasi pertanahan 

yang terintegrasi langsung dengan sistem resmi BPN serta mengacu pada 

peraturan pertanahan sebagai prioritas penyajiannya menjadikan alternatif lain 

untuk melakukan konsultasi pertanahan secara efektif dan efisien. 

Meskipun berbagai inovasi digital telah dikembangkan dalam layanan 

pertanahan, termasuk virtual office dan pemanfaatan chatbot berbasis 

kecerdasan artifisial, hingga saat ini belum terdapat bukti empiris yang secara 

sistematis mengkaji preferensi masyarakat terhadap berbagai alternatif layanan 

konsultasi pertanahan, khususnya layanan berbasis Generative Artificial 

Intelligence. Sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada aspek 

kesiapan sistem, validitas hukum, atau kualitas pelayanan konvensional, tanpa 

mengukur bagaimana masyarakat menilai dan memilih layanan tersebut 

berdasarkan atribut-atribut layanan yang relevan. 
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Salah satu pendekatan yang efektif untuk memahami preferensi 

masyarakat terhadap teknologi baru adalah Stated Preference Survey. Metode 

ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pilihan individu terhadap skenario 

hipotetis yang merepresentasikan kondisi dunia nyata. Dengan pendekatan ini, 

peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana masyarakat bersedia menerima 

layanan konsultasi pertanahan berbasis AI dibandingkan dengan sistem 

manual. Selain itu, metode ini juga dapat mengungkap faktor-faktor yang 

paling memengaruhi keputusan masyarakat, seperti kecepatan layanan, tingkat 

keakuratan informasi, atau kemudahan akses (Louviere dkk., 2000; Train, 

2003). Namun, penerapan stated preference survey dalam konteks layanan 

pertanahan di Indonesia masih belum pernah dilakukan. Sebagian besar 

penelitian terdahulu berfokus pada sektor transportasi, kesehatan, dan ekonomi 

(Carlsson, 2003; Dealy dkk., 2024; Dolan & Tsuchiya, 2011). Studi mengenai 

layanan pertanahan lebih menekankan aspek hukum, tata ruang, dan kepastian 

hak (Sari, 2025), bukan pada preferensi pengguna terhadap layanan konsultasi 

berbasis teknologi digital.  

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan 

terkait bagaimana preferensi masyarakat akan merespons integrasi generatif AI 

pada layanan konsultasi pertanahan. Dengan demikian, penelitian berjudul 

“Analisis Layanan Konsultasi Pertanahan Berbasis Generative AI 

Menggunakan Metode Stated Preference Survey” diarahkan untuk mengisi 

kesenjangan tersebut dengan mengukur preferensi masyarakat terhadap adopsi 

layanan konsultasi pertanahan berbasis Generative AI dibandingkan dengan 

model konvensional (tatap muka). Pendekatan stated preference survey 

memungkinkan peneliti mengukur nilai-nilai trade-off yang dihadapi 

pengguna, seperti waktu tunggu, biaya konsultasi, biaya perjalanan, dan 

ketersediaan waktu layanan, sehingga hasil penelitian diharapkan memberikan 

dasar empiris bagi transformasi kebijakan digitalisasi layanan pertanahan di 

Indonesia. 
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1.2. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana preferensi masyarakat terhadap berbagai alternatif layanan 

konsultasi pertanahan, baik yang bersifat konvensional (kantor 

pertanahan dan PPAT) maupun inovatif berbasis Generative AI? 

2. Atribut apa yang paling memengaruhi keputusan masyarakat dalam 

memilih jenis layanan konsultasi pertanahan? 

3. Seberapa besar potensi kesediaan membayar (willingness to pay) 

masyarakat terhadap layanan Generative AI dalam 

konsultasi pertanahan? 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menganalisis preferensi masyarakat terhadap berbagai alternatif layanan 

konsultasi pertanahan, baik konvensional (kantor pertanahan dan PPAT) 

maupun inovatif (Generative AI dalam Konsultasi Pertanahan), dengan 

menggunakan pendekatan Stated Preference Survey. 

2. Mengidentifikasi atribut yang paling berpengaruh terhadap pilihan 

responden dalam menggunakan layanan konsultasi pertanahan. 

3. Memprediksi potensi adopsi kesediaan membayar (willingness to pay) 

masyarakat terhadap layanan Generative AI dalam 

konsultasi pertanahan. 

1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan 

literatur di bidang pertanahan khususnya dalam konsultasi pelayanan 

publik, adopsi teknologi berbasis AI, serta analisis preferensi masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini juga memiliki nilai terapan yang penting bagi pemerintah, 

khususnya Kementerian ATR/BPN, dan pengembang sistem digital 

pertanahan, dengan manfaat sebagai berikut: 

a. Sebagai dasar empiris dalam perumusan kebijakan transformasi 

digital pertanahan, khususnya dalam integrasi teknologi Generative 
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AI pada layanan konsultasi pertanahan. Hasil penelitian ini dapat 

membantu BPN memahami tingkat kesiapan dan penerimaan 

masyarakat terhadap teknologi tersebut. 

b. Memberikan wawasan kepada masyarakat dan praktisi hukum 

pertanahan mengenai alternatif baru dalam mendapatkan layanan 

konsultasi yang efisien, sehingga meningkatkan literasi digital dan 

partisipasi publik terhadap transformasi digital layanan pertanahan. 

1.5. Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu ditegaskan agar 

ruang lingkup dan interpretasi hasil penelitian tetap proporsional dan tidak 

melampaui konteks yang dikaji, yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai lokasi 

pengambilan data. Oleh karena itu, hasil penelitian merefleksikan 

preferensi masyarakat pengguna layanan pertanahan di wilayah tersebut 

dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung ke seluruh 

wilayah Indonesia tanpa mempertimbangkan perbedaan karakteristik 

sosial, ekonomi, dan tingkat kesiapan digital di daerah lain. 

2. Istilah Generative Artificial Intelligence dalam penelitian ini secara 

khusus merujuk pada Land.AI, yaitu sistem layanan konsultasi 

pertanahan berbasis kecerdasan buatan yang masih dalam tahap 

pengembangan oleh Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran 

Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak membahas atau 

membandingkan seluruh jenis aplikasi AI secara umum, melainkan 

difokuskan pada konteks, fitur, dan fungsi layanan yang relevan dengan 

pengembangan Land.AI sebagai bagian dari transformasi digital layanan 

pertanahan. 

Penetapan batasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga fokus analisis, 

meningkatkan kejelasan ruang lingkup penelitian, serta memastikan bahwa 
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interpretasi hasil dan rekomendasi kebijakan tetap sesuai dengan konteks 

empiris dan kelembagaan yang dikaji. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis atribut layanan yang 

memengaruhi keputusan pemilihan layanan konsultasi pertanahan antara 

Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan 

layanan berbasis Generative AI dengan menggunakan pendekatan Multinomial 

Logit Model (MNL) sebagai model dasar, kemudian dikembangkan lebih lanjut 

menggunakan Mixed Logit Model (MXL) untuk mengakomodasi heterogenitas 

preferensi responden berdasarkan tingkat pendapatan. Berdasarkan hasil 

estimasi model, analisis Willingness-to-Pay (WTP), elastisitas, serta simulasi 

skenario, diperoleh sejumlah temuan utama yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Preferensi masyarakat terhadap berbagai alternatif layanan konsultasi 

pertanahan menunjukkan bahwa layanan berbasis Generative AI memiliki 

tingkat preferensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan layanan 

konvensional, khususnya dibandingkan Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT). Hasil estimasi model menunjukkan bahwa responden cenderung 

lebih memilih layanan Generative AI dibandingkan Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) sebagai alternatif dasar, yang mengindikasikan adanya 

penerimaan positif terhadap inovasi digital dalam layanan konsultasi 

pertanahan. Sebaliknya, layanan PPAT menunjukkan tingkat preferensi 

yang lebih rendah dibandingkan BPN. Temuan ini menunjukkan adanya 

pergeseran preferensi masyarakat menuju layanan yang lebih inovatif, 

mudah diakses, dan efisien.  

2. Berdasarkan hasil estimasi model, atribut layanan yang paling 

berpengaruh terhadap keputusan masyarakat bukanlah faktor ekonomi 

seperti biaya dan waktu, melainkan faktor preferensi terhadap jenis 

layanan itu sendiri. Hal ini terlihat dari koefisien biaya layanan, biaya 

perjalanan, dan waktu tunggu yang relatif kecil dan tidak signifikan secara 

statistik. Sebaliknya, atribut yang berkaitan dengan jenis layanan 
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(Generative AI, BPN, PPAT) serta karakteristik responden, khususnya 

tingkat pendapatan, memiliki pengaruh yang lebih kuat. Variabel interaksi 

antara Generative AI dan kelompok berpendapatan tinggi menunjukkan 

bahwa kelompok ini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

memilih layanan Generative AI. Selain itu, hasil analisis elastisitas 

menunjukkan bahwa perubahan biaya hanya memberikan dampak kecil 

terhadap perubahan probabilitas pilihan, yang mengindikasikan bahwa 

permintaan bersifat inelastis. Sedangkan hasil sensitivity analysis 

memperlihatkan bahwa perubahan atribut biaya hanya menghasilkan 

pergeseran pangsa pilihan yang relatif kecil sehingga preferensi responden 

cenderung stabil. Hal ini memperkuat temuan bahwa faktor non-ekonomi 

seperti kemudahan akses, persepsi kualitas layanan, dan kenyamanan 

penggunaan lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan masyarakat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa atribut layanan yang paling 

berpengaruh adalah atribut yang bersifat non-ekonomi, khususnya 

preferensi terhadap teknologi dan karakteristik pengguna. 

3. Potensi adopsi dan kesediaan membayar (Willingness-to-Pay/WTP) 

masyarakat terhadap layanan berbasis Generative AI menunjukkan hasil 

yang positif. Responden secara umum bersedia membayar lebih untuk 

menggunakan layanan AI dibandingkan layanan konvensional, dengan 

nilai WTP yang lebih tinggi pada kelompok berpendapatan tinggi. Temuan 

ini menunjukkan adanya segmentasi pasar yang jelas dalam preferensi AI 

terhadap layanan konsultasi pertanahan, dimana kelompok dengan daya 

beli yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap inovasi digital dan 

bersedia membayar lebih untuk memperoleh manfaat tambahan. Temuan 

ini mengindikasikan bahwa layanan Generative AI tidak hanya diterima 

secara preferensial, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang nyata di mata 

pengguna. Dengan demikian, layanan AI memiliki potensi yang besar 

untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam bentuk layanan publik 

maupun sebagai bagian dari inovasi sektor pertanahan.  
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6.2. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat 

diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Saran bagi Pemerintah dan BPN 

Pemerintah dan BPN disarankan untuk mempercepat transformasi digital 

dalam layanan pertanahan dengan mengintegrasikan teknologi AI sebagai 

bagian dari sistem pelayanan. Digitalisasi layanan dapat mengurangi 

ketergantungan pada interaksi fisik, meningkatkan efisiensi, serta 

memperluas akses layanan bagi masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan 

pengembangan platform layanan konsultasi berbasis digital yang mudah 

diakses, aman, dan terpercaya. Regulasi yang jelas terkait penggunaan AI 

dalam layanan publik juga perlu disusun untuk memastikan perlindungan 

data dan akurasi informasi. 

2. Saran bagi Pengembang Layanan Generative AI 

Pengembang layanan Generative AI disarankan untuk lebih fokus pada 

peningkatan kualitas layanan, seperti akurasi informasi, kemudahan 

penggunaan, serta kecepatan respons. Mengingat bahwa faktor biaya tidak 

terlalu sensitif, strategi peningkatan kualitas dan pengalaman pengguna 

akan lebih efektif dibandingkan strategi berbasis harga. Selain itu, 

pengembangan fitur khusus untuk segmen pengguna tertentu, seperti 

kelompok berpendapatan tinggi, dapat menjadi peluang untuk 

meningkatkan adopsi layanan. 

3. Saran bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan digital berbasis 

Generative AI sebagai alternatif dalam memperoleh informasi dan 

konsultasi pertanahan secara lebih cepat dan efisien. Namun demikian, 

masyarakat tetap perlu mempertimbangkan aspek legalitas dan validitas 

informasi, terutama untuk kasus yang memerlukan pengesahan formal. 

Peningkatan literasi digital juga menjadi hal penting agar masyarakat dapat 

menggunakan layanan AI secara optimal dan bertanggung jawab. 

4. Saran bagi Peneliti Selanjutnya 
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Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan 

Mixed Logit Model (MXL) dengan variasi variabel pendukung yang lebih 

beragam atau menggunakan Latent Class Model untuk mengidentifikasi 

segmentasi preferensi responden secara lebih spesifik. Selain itu, variabel 

non-ekonomi seperti kepercayaan terhadap teknologi, persepsi risiko, dan 

pengalaman pengguna perlu dimasukkan dalam model. Penggunaan data 

longitudinal atau eksperimen kebijakan juga dapat memberikan insight 

yang lebih komprehensif mengenai perubahan perilaku dalam jangka 

panjang. 
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